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ABSTRAK 

Kewirausahaan saat ini sifatnya urgent. Apabila kewirausahaan, dikerjakan dengan 

sungguh-sungguh oleh seorang wirausaha, maka bukan tidak mungkin ia akan meraih 

kesuksesan besar dan membawa banyak perubahan bagi dirinya. Pemberdayaan 

masyarakat desa dalam berwirausaha dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan : 

Membangun sektor-sektor UKM yang kreatif dan produktif yang menyerap banyak 

tenaga seperti pembuatan keripik pisang (contoh pemberdayaan masyarakat di 

bidang ekonomi). Menggalakkan masyarakat desa untuk berani membuka usaha 

peternakan secara massal dan berkelompok pada satu bisnis tertentu seperti ternak 

ayam dan lain sebagainya serta memberikan bantuan kredit bagi siapa saja yang 

membutuhkan untuk memajukan usaha mereka (contoh pemberdayaan masyarakat 

di bidang peternakan). Serta membuat lahan pertanian yang produktif ataupun 

menciptakan berbagai alat  pertanian yang tepat guna untuk meningkatkan 

produktivitas petani di desa-desa (contoh pemberdayaan masyarakat di bidang 

pertanian). 
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1. PENDAHULUAN 

EKSISTENSI ISTILAH PEMBERDAYAAN 

Pemberdayaan merupakan istilah yang semakin populer, dan sudah dipergunakan 

oleh semua kalangan baik swasta, pemerintah, ataupun aktifitas masyarakat lainnya. 

Tentang arti pemberdayaan, pemberdayaan adalah pemberdayaan artinya, 

Penggunaan istilah pemberdayaan terus merengsek sehingga lahir: pemberdayaan 

aparatur negara, pemberdayaan anak jalanan, pemberdayaan aparatur, 

pemberdayaan anak, pemberdayaan air, pemberdayaan anak putus sekolah hingga 

Pemberdayaan Masyarakat. Bisa kita tebak masing-masing mempunyai sektor yang 

berbeda tetapi sudah mengadopsi penggunaan istilah pemberdayaan masyarakat 

dalam program lembaganya. 

 

2. KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

a. PENGERTIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari 

kata power (kekuasaan atau keberdayaaan), karena ide utama pemberdayaan 

bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan 

dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita 

inginkan, terlepas dari keinginan dan niat mereka (A. Mustanir & Yasin, 2018) 

(Mustanir, Ahmad; Abadi, 2016) (Akhmad, Mustanir, & Ramadhan, 2018) (Razak, 

Dahong, Ahmad, Dema, & Mustanir, 2018) (A. D. Mustanir, 2016). 

 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, 

dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang 

berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan 

posisi tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan 

kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar 

yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat. 

 

Pemberdayaan masyarakat oleh Slamet (2000) diartikan sebagai proses penyuluhan 

pembangunan yang oleh Mardikanto (2003) di artikan : 

Proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan 

memperkuat kemampuan masyarakat melaui proses belajar bersama yang 

partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, 



kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya 

kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera 

secara berkelanjutan. 

 

Sedangkan menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal 

untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, 

sosial, agama dan budaya. 

 

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah "upaya 

mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat 

kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, 

dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". 

 

3 cara dalam upaya memberdayakan masyarakat : 

Kartasasmita (1995:95) (Barisan, Ramadhan, & Mustanir, 2017) (A. Mustanir & Rusdi, 

2019) (A. Mustanir, 2016) (A. Mustanir, Justira, Sellang, & Muchtar, 2018) (Mustanir, 

Ahmad; Barisan, Barisan; Hamid, 2017) mengemukakan bahwa upaya 

memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara yakni : 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk 

berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan 

masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian 

dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu 

perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada 

proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan akan meluas. 

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan 

langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana 

dan sasaran yang baik. Baik itu fisik (irigasi, jalan, dan listrik). Maupun sosial 

(sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat 

lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat 

rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, 

pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang 

penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan 



kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, 

teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. 

3. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan 

masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan 

sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam 

menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang 

lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. 

Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. 

 

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu 

kegiatan meningkatkan kekuasaan kepada masyarakat yang kurang beruntung 

secara berkesinambungan, dinamis, serta berupaya untuk membangun daya itu untuk 

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat agar ikut serta 

terlibat dalam mengelola semua potensi yang ada secara evolutif. 

 

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk 

dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya  

belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya (A. Mustanir & Jaya, 2016) (A. Mustanir & Lubis, 

2017a) (A. Mustanir & Abadi, 2017) (A. Mustanir, 2017a) (A. Mustanir, 2018b) (A. 

Mustanir, 2017b). Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti 

perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 

untuk: 

 Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat. 

 Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu 

menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan. 

 Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan 

lingkungan di sekitarnya dengan baik. 

 Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan 

pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 



 Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi 

terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam 

lingkungannya. 

 Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan 

kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat. 

 

b. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat antara lain: 

 Seleksi lokasi di mana diadakannya kegiatan pemberdayaan. 

 Sosialisasi yang bertujuan untuk terjalinnya komunikasi antara masyarakat dan 

pihak pelaksana pemberdayaan. 

 Proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri, yang terdiri dari: perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 

 Tahap akhir berupa pemandirian masyarakat. 

 

3. PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN 

Kewirausahaan/kewiraswastaan pada dasarnya adalah sifat, ciri dan watak 

seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam 

dunia nyata secara kreatif. Secara ekstrim wirausaha didefinisikan sebagai seseorang 

yang dapat mengubah sampah menjadi emas.  

 

Kata wiraswastawan/wirausaha (entrepreneur) dikenalkan oleh Joseph Schumpeter 

seorang ahli ekonomi berkebangsaan Austria pada tahun 1883-1950. Schumpeter 

berpendapat bahwa proses perubahan ekonomi pada dasarnya dipengaruhi oleh 

perilaku tiap-tiap pribadi yakni sang entrepreneur sendiri sebagai pelaku usaha. Oleh 

karena itu kewiraswastaan/kewirausahaan (entrepreneurship) selalu mencari hal-hal 

yang baru sebagai tantangan untuk berubah dan dengan perubahan tersebut 

dimanfaatkan sebagai peluang.  

 

Dalam hal memanfaatkan peluang, seorang wiraswastawan dituntut untut selalu 

memiliki sikap kreatif dan inovatif. Kreatif pada dasarnya adalah bagaimana 

menghadirkan sesuatu benda atau hal yang sebelumnya belum ada untuk 

dipergunakan. Dalam prakteknya ide kreatif dapat melibatkan sebuah usaha 



penggabungan dua hal atau lebih ide-ide secara langsung (John Adair,1996). 

Kreativitas merupakan usaha memikirkan sesuatuatau kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relative 

berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Sementara inovasi merupakan 

suatu proses untuk menemukan dan mengimplementasikan sesuatu yang baru ke 

dalam situasi/kondisi yang belum ada dan belum dipikirkan sebelumnya. Dengan kata 

lain, inovasi adalah bagaimana memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang 

dapat menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat, baik secara sosial maupun 

secara ekonomik (Gde Raka, 2001). 

 

Dalam konsep kewirausahaan sendiri dikenal istilah, yaitu social entrepreneurship 

(kewirausahaan sosial). Jika ditarik garis besar, maka kewirausahaan sosial adalah 

kreativitas dan inovasi yang ditujukan untuk: 

a) Menyelesaikan masalah sosial 

b) Mengembangkan potensi masyarakat yang belum tergali 

c) Memenuhi kebutuhan masyarakat, dll, dengan cara yang memungkinkan 

bagi pengelola juga memperoleh penghasilan demi menjaga 

keberlangsungan aktivitas. 

 

Kewirausahaan sosial dapat dimulai tanpa profit. Artinya kewirausahaan sosial tidak 

mengutamakan keuntungan semata, tetapi bagaimana menjalankan misi sosial dalam 

upaya menyelesaikan masalah sosial. Lalu, bagaimana kacamata sukses dalam 

kewirausahaannya? Kesuksesan kewirausahaan tidak hanya diukur dengan uang. 

Sukses kewirausahaan adalah kegigihan untuk terus berjalan ketika yang lain sudah 

berhenti. 

 

Inspirasi kewirausahaan sosial sendiri sebetulnya ada disekitar kita. Ada di pedagang 

kaki lima, di pengemis, di pemungut sampah dll. Lalu, siapakah yang seharusnya 

menjadi wirausaha sosial? Jawabannya adalah KITA, terutama generasi muda yang 

mempunyai ide yang orisinil, keberanian menabrak pakem, dan keberanian 

mewujudkan gagasan (yang aneh sekalipun) sebagai kekuatan yang cenderung tidak 

dimiliki oleh generasi senior.  

 



Menjadi wirausaha adalah salah satu jalan terbaik bagi kita untuk mengembangkan 

potensi dan sumber-sumber yang dimiliki guna memiliki kehidupan yang lebih baik. 

Upaya untuk menjadi seorang wirausaha di era modern ini juga sudah sangat 

dimudahkan oleh berbagai hal: 

 Tersedia sarana/lapak usaha gratis di dunia digital/internet 

 Jumlah kelas menengah Indonesia semakin meningkat 

 Usaha sosial telah semakin ‘blend’ dengan bisnis, artinya saat ini semakin 

dimungkinkan mulai bisnis sekaligus menjadi pemberi manfaat sosial. 

Pembelajaran kewirausahaan tersebar dimana-mana, mulai dari seminar, 

kaset, buku, blog dan lain-lain 

 Satu hal yang sangat penting lainnya adalah, sudah semakin banyak orang tua 

yang mendukung anaknya jadi wirausaha. Tidak seperti jaman dulu yang selalu 

mendorong anaknya untuk jadi PNS/pegawai BUMN ataupun dokter. 

 

Bahkan hebatnya lagi, kewirausahaan kini menyentuh ranah profesi Pekerjaan Sosial. 

Perhatian profesi Pekerjaan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada orang 

untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi sosial, 

kemampuan untuk mengadakan interaksi dan berhubungan dengan orang lain (Budhi 

Wibhawa, Santoso & Meilanny. 2010. Pengantar Pekerjaan Sosial. Widya 

Padjadjaran). Sedangkan disisi lain, perkembangan zaman dan globalisasi begitu 

deras dan masalah sosial semakin sulit ditangani. Artinya, saat ini dibutuhkan Pekerja 

Sosial yang cepat tanggap terhadap situasi (perubahan atau masalah sosial) yang 

terjadi, dan mampu berpikir solutif dan inovatif terkait usaha untuk mampu beradaptasi 

dengan baik dengan perkembangan jaman. 

 

Karena itulah kewirausahaan menjadi era baru sebagai jalan keluar dari segala 

permasalahan sosial. Kewirausahaan sosial mencerminkan gerakan dari bawah ke 

atas. Gerakan ini mencerminkan proaktivitas dari anggota masyarakat untuk tidak 

menunggu kebutuhan mereka dipenuhi oleh pemerintah. 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan saat ini sifatnya urgent. Karena 

itu apabila kewirausahaan, terutama kewirausahaan sosial dikerjakan dengan 

sungguh-sungguh oleh seorang wirausaha, maka bukan tidak mungkin ia akan meraih 

kesuksesan besar dan membawa banyak perubahan bagi Indonesia. Tidak hanya 



sekedar mengikuti arus zaman yang deras, tetapi kita terlibat didalamnya sebagai 

agen perubahan menuju kebaikan. Charles Darwin pernah mengatakan bahwa bukan 

mereka yang paling cerdas atau paling kuat yang mampu bertahan, namun yang 

paling adaptif terhadap perubahan yang akan mampu bertahan (Irwan, Latif, Sofyan, 

Mustanir, & Fatimah, 2019) (A. Mustanir, 2018a) (A. Mustanir, Abadi, & Nasri, 2016) 

(A. Mustanir & Jusman, 2016) (A. Mustanir & Razak, 2017) (A. Mustanir & Lubis, 

2017b) (A. Mustanir, Yasin, Irwan, & Rusdi, 2018) (Damis Dadda, Mustanir, Nilwana, 

& Ahmad, 2019) (Latif, Irwan, Rusdi, Mustanir, & Sutrisno, 2019).  

 

Contoh pemberdayaan masyarakat desa dalam berwirausaha adalah sebagai berikut: 

 Membangun sektor-sektor UKM yang kreatif dan produktif yang menyerap 

banyak tenaga seperti pembuatan keripik pisang dkk (contoh pemberdayaan 

masyarakat di bidang ekonomi) 

 Membuat lahan pertanian yang produktif ataupun menciptakan berbagai alat  

pertanian yang tepat guna untuk meningkatkan produktivitas petani di desa-

desa (contoh pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian) 

 Menggalakkan masyarakat desa untuk berani membuka usaha peternakan 

secara massal dan berkelompok pada satu bisnis tertentu seperti ternak ayam 

dsb serta memberikan bantuan kredit bagi siapa saja yang membutuhkan 

untuk memajukan usaha mereka (contoh pemberdayaan masyarakat di 

bidang peternakan) 

 

4. INOVASI BERBASIS TEKNOLOGI 

Executive Director and CEO IPMI International Business School Jimmy M Rifai Gani 

mengungkapkan, pelaku UKM harus mampu menggerus pasar perusahaan 

perusahaan besar. Caranya, dengan melakukan inovasi berbasis teknologi yang 

mampu menciptakan pasar baru dan mengganggu kemapanan pebisnis 

konvensional.  

 

"Harus diarahkan UKM bisa melakukan disruptive innovation. Keunggulan dari 

terobosan inovasi ini adalah menawarkan alternatif harga murah dan kemudahan 

interaksi bisnis," contoh dari fenomena disruptive innovation adalah transportasi 

dengan menggunakan aplikasi. Saat ini, transportasi beraplikasi menjadi ancaman 



serius bagi bisnis perusahaan taksi dan perusahaan penyewaan mobil. 

 

"Yang jelas, gelombang ekonomi berbasis inovasi sudah tak tertahan lagi. Banyak 

toko-toko ritel besar kini mengeluarkan Divisi e-commerce, yang terpisah dari 

induknya, untuk menahan laju pelaku UKM yang berjualan via internet. Pelaku UKM 

diuntungkan dengan bentuknya yang masih mungil sehingga lincah dan fleksibel 

dalam membuka akses pasar termasuk pasar global,"  

 

UKM dapat dikembangkan secara berkelanjutan melalui perbaikan people 

(peningkatan kualitas SDM), process (optimalisasi proses kerja dan jasa), product 

(kualitas barang), dan technology (pemanfaatan teknologi) yang pada akhirnya akan 

menghasilkan profit lebih baik. 

 

5. TANGGUNG-RENTENG MENDIDIK WIRAUSAHA MANDIRI 

Tanggung-renteng tak sekedar mengajarkan kebersamaan, namun juga 

kepercayaan, tanggung jawab, disiplin, kejujuran, dan keterbukaan. 

 

Istilah tanggung renteng sebenarnya ada sejak zaman nenek moyang dulu. Tetapi 

tidak semua orang paham apa itu tanggung renteng. Mereka pikir tanggung renteng 

itu hanya memikul bersama, jika satu orang gagal atau curang maka bebannya dipikul 

bersama. Sehingga yang lain malas, karena belum tentu yang lain jujur dan bakal 

menghambat kemajuan usaha. 

 

Padahal dalam tanggung-renteng ada kesepakatan yang harus dilandasi saling 

percaya, tanggung jawab dan menjalin kerja sama yang baik. Sehingga jika satu orang 

gagal, untuk sementara akan diatasi bersama-sama, tapi ada disiplin waktu satu orang 

itu akan bertanggung jawab mengembalikan bantuan yang didapat. 

Ada 3 syarat penting menjalankan sistem tanggung renteng dalam berwirausaha 

yakni, kelompok, kewajiban dan peraturan. Jika tidak ada maka tidak bisa berjalan.  

 

Setiap anggota dalam kelompok memiliki peranannya masing-masing. Jika ada yang 

salah, kurang atau gagal maka akan jadi tanggung-jawab bersama dan jika berhasil 

akan menjadi kesuksesan bersama. Kelompok-kelompok tersebut diawasi, dibimbing, 

dan dilatih oleh si pemberi modal atau orang yang dipercaya melakukannya. 
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